SENIN WAGE, 16 AGUSTUS 2021

(7 SURA 1955)

OPINI

”KEDAULATAN RAKYAT”
HALAMAN 11

| TAJUK RENCANA |
Segera Wujudkan 'Herd Immunity’

DIY harus lebih memperketat mo-
bilitas masyarakat agar kasus Covid-
19 segera menurun. Sebab, meski
PPKM level 4 sudah diperpanjang,
angka kasus positif Covid-19 masih
cukup tinggi. Artinya harus ada
langkah strategis dan efektif untuk
menekan penyebaran virus tersebut.
Sekadar menyebut contoh DKI
Jakarta, yang juga diterapkan PPKM
level 4, mobilitas masyarakatnya su-
dah melandai, sehingga jumlah ka-
susnya pun menurun.

Tentu Pemda DIY harus melaku-
kan evaluasi mengapa angka kasus
Covid-19 di DIY masih tinggi, semen-
tara PPKM sudah diperpanjang, pa-
ling tidak hingga 16 Agustus hari ini.
Apakah ini disebabkan masyarakat
yang kurang disiplin menerapkan 5
M, atau ada sebab lain ?
Sebagaimana disentil epidemiolog
dari UGM Bayu Satria Wiratama,
kalau pembatasan mobilitas masya-
rakat dan pelaksanaan 3T, yakni test-
ing, tracing dan treatment tidak jalan
atau hanya setengah-tengah, maka
hasilnya juga tidak sesuai yang diha-
rapkan (KR 15/8).

Kita sepakat perlunya mendorong
kesadaran masyarakat untuk selalu
menerapkan 5 M dalam kehidupan
keseharian, namun mestinya juga di-
imbangi pelaksanaan 3T dari peme-
rintah. Sebab, bila keduanya tidak se-
imbang, dikhawatirkan upaya yang
selama ini kita lakukan untuk
menekan laju penyebaran Covid-19
menjadi tidak efektif.

Apalagi, institusi pelayanan publik
kini telah mensyarakatkan kartu
vaksin bagi konsumen. Kebijakan itu
menjadi kontraproduktif bila ternyata
vaksinasi belum merata. Kalau me-
mang hendak mensyaratkan kartu
vaksin, semestinya vaksinasi untuk
masyarakat umum harus digenjot se-

hingga memenuhi target. Sejumlah
daerah yang menerapkan PPKM le-
vel 4, seperti DKI, kini telah memulai
uji coba membuka mal atau pusat
perbelanjaan, namun dengan syarat
pengunjung harus mengantongi kar-
tu vaksin, minimal dosis pertama.

Kalau DIY hendak menerapkan
kebijakan tersebut, tentu harus mem-
perhitungkan asas keadilan dan pe-
merataan. Mereka yang secara
medis belum bisa divaksin, bukan
karena menolak, harus diperlakukan
secara adil. Artinya, kebijakan yang
mensyaratkan kartu vaksin tak boleh
digeneralisasi, melainkan tetap mem-
perhatikan asas keadilan dan propor-
sionalitas.

Kita juga mendorong agar peme-
rintah daerah gencar melakukan test-
ing guna mewujudkan herd immunity
atau kekebalan komunal. Untuk
mewujudkal hal itu, selain harus
memastikan ketercukupan vaksin, ju-
ga SDM vaksinator, misalnya dengan
memobilisasi tenaga medis maupun
mereka yang secara kemampuan
memenuhi syarat untuk menjadi vak-
sinator. Percepatan ini harus dilaku-
kan guna mencapai herd immunity.

Sementara terkait tuntutan peda-
gang kecil, baik kakilima, pedagang
pasar, pelaku usaha kecil maupun
pekerja sektor informal yang memin-
ta jaminan hidup (jadup) tunai dari
pemerintah karena terdampak pan-
demi patut didengarkan. Namun
bukan berarti serta merta langsung
dipenuhi. Pasalnya, saat ini sudah
cukup banyak program bantuan
sosial (bansos) yang digulirkan ke
daerah untuk masyarakat terdampak
pandemi, dengan berbagai sebutan
seperti PKH, BLT, BSU dan seba-
gainya. Paling tidak harus ada veri-
fikasi data agar bantuan tepat
sasaran dan tidak dobel. [
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Merah Putih Pesawat Kepresidenan

MENYAMBUT HUT ke-76 Kemerde-
kaan Republik Indonesia, banyak wila-
yah di Indonesia yang berhias diri untuk
memeriahkan peringatan tersebut. Tidak
ketinggalan dengan pesawat kepreside-
nan Republik Indonesia turut berhias diri.

Pesawat kepresidenan dengan jenis
Boeing Business Jet 2 yang dibeli tahun
2014 dengan harga 89,6 juta Dollar
Amerika atau sekitar Rp 847 milliar terse-
but, berubah warna dari biru muda menja-
di merah dan putih. Sebelumnya, warna
asli pesawat yang dibeli pada masa
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
tersebut adalah biru muda karena dinilai
senada dengan warna khas milik TNI
Angkatan Udara.

Perubahan warna cat pesawat kepresi-
denan tersebut sebenarnya telah diren-
canakan sejak tahun 2019. Namun, kare-
na belum memasuki jadwal perawatan
rutin, maka pengecatan pesawat tersebut
ditunda hingga tahun 2021. Berapa ang-
garan yang dikeluarkan oleh pemerintah
untuk mengecat pesawat kepresidenan
tersebut?

Alvin Lie, pengamat penerbangan, da-
lam akun media sosialnya menuliskan
biaya pengecatan ulang pesawat setara
B737-800 berkisar antara 100.000 sam-
pai 150.000 Dollar Amerika atau setara
dengan Rp 1.4 miliar sampai dengan Rp
2.1 miliar. Dengan besaran biaya terse-
but, pemerintah dianggap kurang sensitif
terhadap penderitaan masyarakat akibat
pandemi yang masih terjadi. Lalu, bagai-
mana jika anggaran sebesar Rp 2 miliar
tersebut dialokasikan untuk belanja vak-
sin untuk membantu percepatan terben-

tuknya kekebalan kelompok?

Direktur Anggaran Bidang Pem-
bangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Keuangan, Purwanto, dilan-
sir dari Antara, menyebutkan realisasi be-
lanja vaksin sampai 31 Juli 2021 telah
mencapai Rp 11.72 triliun untuk 65,79 juta
dosis vaksin. Jika dihitung secara kasar
tanpa memperhatikan harga dari masing-
masing produsen vaksin, diperoleh harga
Rp 180.000 perdosis vaksin. Dan jika ang-
garan pengecatan badan pesawat
kepresidenan sebesar Rp 2 miliar dialo-
kasikan untuk belanja vaksin, maka dapat
untuk membeli sekitar 11 ribu dosis vaksin.

Kedua pilihan tersebut sama-sama
baiknya. Menambah jumlah dosis vaksi-
nasi gratis atau mengganti warna badan
pesawat dengan warna merah putih de-
ngan anggaran Rp 2 miliar. Keduanya ju-
ga sama-sama penting, vaksinasi untuk
mempercepat terbentuknya kekebalan
kelompok, perawatan rutin pesawat
kepresidenan untuk keamanan pener-
bangan kepala negara.

Terlepas dari polemik biaya yang
dikeluarkan pemerintah, perubahan war-
na badan pesawat kepresidenan ini layak
diapresiasi. Warna merah dan putih, telah
menjadi warna kebanggaan bangsa.
Kelak jika kegiatan kepresidenan di ber-
bagai forum nasional dan internasional
kembali kepada pertemuan tatap muka,
akan menjadi satu kebanggan tersendiri
ketika melihat pesawat kepresidenan
Republik Indonesia mengangkasa de-
ngan warna merah putih. O

*) Hario Prabowo, Miati Tegal RT 05/
RW 20, Sendangadi, Mlati, Sleman.

Kisah Kemerdekaan dan Keis

MANAKALA menapaki jejak artefak,
sedari awal kelahiran Republik Indone-
sia, hingga menginjak titian ketujuhpu-
luh enam Indonesia merdeka, Yogya-
karta adalah wilayah yang punya peran
istimewa. Tentunya tanpa menampik
sengkuyung-nya daerah-daerah lain.
Tak luput dikisahkan dalam sejarah
Nusantara, Yogyakarta kerap urun rem-
bug, mengobarkan api perjuangan me-
rawat kemerdekaan Indonesia pusaka.

Sultan Kraton Ngayogyakarta dan
Adipati Pakualaman beserta segenap
rakyatnya kompak begitu bergelora dan
rela. Sekalipun harus menjadi pagar
betis ataupun benteng menjaga agar
pohon kemerdekaan tetap kokoh sub-
ur menjulang rimbun. Nama
Yogyakarta banyak menghiasi dalam
lika-liku kisah perjuangan NKRI.

Indonesia secara sah merdeka de-
ngan  diploklamirkannya  teks
Proklamasi Soekarno-Hatta tepat 17
Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan
Timur No 56 Jakarta Pusat pukul
10.00. Disaksikan jutaan pasang ma-
ta riuh sorak bergemuruh, Indonesia
“Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Pengorbanan Total

Ngarso Dalem Sri Sultan
Hamengku Buwono IX dan Paku
Alam VIII pun langsung mengirim
ucapan selamat atas kemerdekaan
itu. Dengan ketulusan jiwa kene-
garannya secara arif bijaksana pada 5
September 1945 Sultan dan juga
Pakualam menyatakan secara sungguh-
sungguh untuk bergabung dengan
NKRI. Sebuah sikap kerelaan dan pen-
gorbanan yang teramat luar biasa dari
lubuk hati seorang pemimpin yang is-
timewa. Padahal kala itu NKRI bisa
dikatakan masih terseok-seok meng-
hadapi darurat militer memperta-
hankan kemerdekaan.

Pengorbanan Yogyakarta tidaklah se-
tengah-setengah, melainkan totalitas.
Terbukti, kala Belanda yang memang
masih enggan serta belum jua mengakui
kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia

Suwanto

tilik balik ke Indonesia. Membonceng
Sekutu, Belanda sukses menduduki Ibu
Kota Jakarta, 29 September 1945.
Situasi ibu kota mencekam. Jakarta se-
bagai Ibu Kota NKRI amat genting ter-
ancam jauh dari kata aman.

Ngarso Dalem, Sultan HB IX tidak
tinggal diam, sekali lagi dengan rela dan
insting kenegaraannya 2 Januari 1946
mengirimkan kurir ke ibu dan memberi
saran agar Ibu Kota NKRI diboyong ke

Yogyakarta. Dengan penuh rasa haru
biru tawaran itu akhirnya diterima oleh
Sukarno pada 4 Januari 1946.
Penawaran kepindahan ibu kota ke
Yogyakarta bukanlah atas dasar ajang
gagah-gagahan. Namun, memang dilan-
dasi rasa empati tulus. Yogyakarta su-
dah mempersiapkan dengan matang.
Seperti diungkapkan Soetaryo (2011)
Bung Karno memilih Yogyakarta tidak
main-main. Yogyakarta ialah daerah
yang paling siap, baik dari sisi politik,
ekonomi, maupun aspek keamanannya.
Bahkan banyak kisah haru dan peluh
dalam episode Ibu Kota di Yogyakarta

mewaan Yogyakarta

sebagaimana dikisahkan oleh Heri
Priyatmoko (2020) yang mana kala itu
suasana Kota Gudeg dan Kota
Bengawan awalnya nguler kambang
dan nglaras, tetiba riuh ramai. Para pe-
mangku kota kuwalahan menyambut
dan menampung dari Jakarta ke
Yogyakarta. Mereka berduyun-duyun
naik sepur sebagai transportasi kala
boyongan ke Yogyakarta.
Suluh Keistimewaan

Suluh keistimewaan semakin padang
terang kala Yogyakarta menjadi saksi
atas dikukuhkannya Presiden Soekarno
dan Mohammad Hatta di Siti Hinggil
Kraton Yogyakarta pada 17
Desember 1949. Seusai dilantik, ten-
tu sebagai suatu negara yang
berdaulat, NKRI butuh ana dalam
menjalankan roda pemerintahannya.
Sekali lagi pengorbanan Sultan HB
IX dalam hal ini sungguh teramat lu-
ar biasa istimewa. Kanjeng Sultan
menyerahkan dana sebanyak 6 juta
gulden untuk menjalankan pemerin-
tahan NKRI. Mengingat kala itu kon-
disi keuangan Pemerintah Indonesia
sedang krisis.

Mengharukan, pengorbanan Yog-
yakarta demikian Istimewa. Yogya-
karta terbukti dengan senyata-nyata-
nya menjadi saksi sejarah kemer-
dekaan Indonesia. Seperti wejangan
Sultan HB X : "Yogya adalah untuk
Indonesia, bahwa menjadi Yogya adalah
menjadi Indonesia”. [

*) Suwanto, peneliti pada
Pascasarjana UNY
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Ekonomi - Konservasi Saat Pandemi

TANGGAL 10 Agustus lalu kita me-
rayakan Hari Konservasi Alam Nasio-
nal (HKAN) dengan tama Bhavana
Satya Alam Budaya Nusantara yang
bermakna ‘Memupuk Kecintaan Pada
Alam dan Budaya Nusantara’. HKAN
ke-31 dilaksanakan di Taman Wisata
Alam Laut Teluk Kupang dan Pantai
Lasiana Kota Kupang.

Tema HKAN tahun ini mirip dengan
tema tahun 2018, yakni ‘Harmonisasi
Alam dan Budaya’. Di saat pandemi
Covid 19 ini akan lebih baik tema yang
diangkat adalah solusi riil dan praktis
masyarakat untuk ke luar dari krisis
ekonomi akibat pandemi Covid. Hu-
bungan ekonomi dan konservasi di ma-
syarakat desa yang masih menggan-
tungkan hidupnya pada alam sangat
berkaitan erat.

Pencurian Burung

Contoh riil adalah kasus penga-
manan puluhan ekor burung berkicau
dari tangan 2 orang penangkap burung
di hutan lereng Gunung Arjuna oleh
tim gabungan dari Pro Fauna Indone-
sia dan Tahura R Soerjo pada tanggal 1
Juli 2021 (Pro Fauna Indonesia, 2021).
Kasus seperti ini cukup sering terjadi di
kawasan konservasi seperti Taman
Nasional, Cagar Alam, dan Suaka
Margasatwa, dan alasan utama pelaku
adalah faktor ekonomi. Selain kasus
pencurian burung di hutan negara juga
ada pengambilan kayu ketika petugas
sedang work from home.

Saat bencana pandemi harusnya ne-
gara hadir agar permasalahan ekonomi
rakyat yang hidup berdampingan de-
ngan kawasan konservasi juga teratasi.
Kawasan konservasi merupakan ka-
wasan yang bertujuan untuk melindun-
gi habitat dan tempat hidup berbagai
jenis makhluk hidup dari kerusakan.

Tentunya, di sekitar kawasan terse-
but terdapat kelompok-kelompok ma-
syarakat yang bermukim. Maka dari

Arif Sulfiantono

itu, diperlukan pemberdayaan masya-
rakat untuk memberikan pengetahuan
tentang pelestarian kawasan konser-
vasi dan kemandirian masyarakat. Ada
4.500 desa di sekitar kawasan konser-
vasi, tentu ada yang terdampak ekono-
mi akibat pandemi covid.

Konservasi di era pandemik harus-
nya memperhatikan tiga hal yakni:
pandemi itu sendiri, bencana hidrome-
tereologi dan teknologi digital (Susilo,
2021). Penanganan bencana pandemi
juga harus memperhatikan dampak
ekonomi. Masyarakat yang kehilangan
mata pencaharian akibat pandemi
akan cenderung mengambil dari hutan
untuk mencukupi kebutuhan pokok-
nya.

Jika ini dibiarkan akan terjadi
kerusakan hutan yang berdampak pa-
da bencana hidrometereologi. Disini ti-
dak hanya berhenti pada masyarakat
atau desa tangguh bencana. Teknologi
digital harus menjadi salah satu

melalui teknologi digital. Kalau perlu
KLHK membuat suatu platform ap-
likasi pasar digital produk dari desa pe-
nyangga kawasan konservasi. Produk
herbal seperti jamu dan madu dari desa
penyangga selama pandemi adalah
salah satu contoh yang cukup laku di
pasar digital.

Sebenarnya budaya yang terkait da-
lam HKAN adalah budaya srawung
atau silaturahmi untuk menanyakan
kabar seseorang. Petugas penjaga
hutan selama pandemi harus lebih in-
tens untuk srawung ke masyarakat,
agar dapat menggali permasalahan
yang ada di desa penyangga kawasan
konservasi. Data hasil srawung kemu-
dian diolah untuk dicari solusinya se-
cara bersama-sama. Warga-pun akan
pekewuh atau enggan melakukan pen-
curian di hutan jika sudah akrab de-
ngan petugas. [

*) Arif Sulfiantono MAgr MSI,
Koordinator Ahli Perubahan Iklim
Kehutanan (APIK) Indonesia Region
Jawa & pegiat ekowisata desa

solusi. Pemberdayaan masyara-
kat di desa konservasi atau desa
penyangga kawasan konservasi
harus menyentuh pada dunia
digital.

Negara dalam hal ini diwakili
KLHK di tingkat tapak turun ta-
ngan ikut menangani produk
pertanian desa penyangga ka-
wasan konservasi. Salah satu
contohnya adalah akibat pande-
mi kelompok petani di desa pe-
nyangga Taman Nasional Gu-
nung Merapi (TNGM) meng-
alami kesulitan dalam pe-
masaran produk pertaniannya
seperti madu, kopi, dan lain-lain.

Pasar Digital

Permasalahan ini dapat ter-

atasi dengan adanya pemasaran

Pesan Presiden, pramuka harus jadi
pencegah Covid-19.

-- Perlu diterjunkan di setiap
RT/RW.

Terdampak PPKM, pedagang DIY
menuntut jadup.

-- Tak cukup hanya menuntut,
tapi juga taati prokes.

Airlangga ingatkan pasien Covid-19
dapat layanan kesehatan.

- Yang tidak mendapatkan, ja-
ngan hanya diam.
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